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1.

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR,6 TAHUN 2AL9

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PEI{YANDANG DI SABI LITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara

yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan

yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan

hak bagr Penyandang Disabilitas diperlukan dasar

hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, . perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

b.

Mengingat

2.
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Tahun lggg Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang

Pengesahan International Couenant On Ciuil and

Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a558);

Undang-Undang Nomor i i Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor L9 Tahun 2An tentang

Pengesahan Conuention On Tlrc Right Of Persons With

Disabitities {Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5251);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 24+, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074

tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 375a1;

Dengan Persetujuan Bersama

PERATURAN DAERAH TEN?ANG PERLINDUNGAN DAN

PEMENUHAN HAK PEI{YANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

11.

12.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menimbang
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Daerah adalah Kabupaten Natuna. '
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ral<yat

daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggara€rn urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

sosial dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untpk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan

pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau

peserta didik yang memiiiki kecerdasan luar biasa

yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa

satuan Pendidikan Khusus pada tingkat pendidikan

dasar dan menengah.

Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem

penyelenggaraan pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada semua peserta didik' yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan

dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan

atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan

secara bersama-sama dengan peserta didik pada

umumnya

i.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Penyelenggaraan Pendidikan

10.

11.

adalah kegiatan

pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada

satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang

dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk

memberi, memperoleh, meningkatkan serta

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan

jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atAu

tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruh dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

atau

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang

lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan

atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

L2.

13.
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14. Habilitasi adalah Proses memberikan kemampuan

melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan

keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu

bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat

mencapai kemampuan fungsionalnya.

15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan

pengembangan untuk memungkinkan Penyandang

Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya

secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi

Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala

aspek kehidupan dan penghidupan.

17. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang

memberikan peluang dan atau menyediakan akses

kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara

dan masyarakat.

18. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar

disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada

pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,

atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas

19. Penghormatan adalah sikap menghargai atau

menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan

segala hak yang melekat tanpa berkurang.

20. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara

sadar untuk melindungi, mengayomi, dan

memperkuat hak penyandang disabilitas.

21. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak

penyandang disabilitas.

22. Pemberd.ayaan adalah upaya untuk menguatkan

keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
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sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi

individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang

tangguh dan mandiri.

23. Akomodasi yang Layak adalah modilikasi dan

penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak

asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk
Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

24. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu

kemandirian Penyandang Disabilitas dalam

melakukan kegiatan sehari-hari.

25. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi

mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang

Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga

medis.

26. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap

orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan

kebijakan Pemerintah Daerah.

27. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan bagr setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

28. Unit Layanan Disabilitas adalah fagian dari satu

institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai

penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang

Disabilitas.

29. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum, atau badan lainnya yang

mempeke{akan Tenaga Ke{a dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain.
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30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau

korporasi, baik yang berbadan hukum mampun yang

tidak berbadan hukum.

31, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PERLINDUNGAN DAN

PEMENUHAN HAK PET.IYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemenuhan hak

penyandang disabilitas adalah terkait dengan:

a. pendidikan;

b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

c. kesehatan;

d. kesejahteraarrsosial;

e. kebudayaan, pariwisata, olah raga, dan kepemudaan;

f. pemberitaan;

g. politik dan pemerintahan;

h. keadilan dan perlindungan hukum;

i. penanggulangan bencana;

j. tempat tinggal;

k. Aksesibilitas;

1. pelayanan publik;

m. keagamaan;

n. Habilitasi dan Rehabilitasi;

o. Konsesi;

p. pendataan;

q. komunikasi dan Informasi;
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t.

s.

perempuan dan anak; dan

Perlindungan dari tindak Diskriminasi, penelantaran,

penyiksaan, dan ekspoitasi.

Bagian Kedua

T\rjuan

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,

dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan

dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan

setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan,

Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat

yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. mewrrjudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas

yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin,

mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran

dan eksploitasi, pelecehan dari segala tindakan

Diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

dan

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan,

pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan 

. 
sesuai

bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati

berperan serta berkontribusi secara optimal, arnan,

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
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BAB III

HAK PEI\TYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(U Penyandang Disabilitas memiliki hak :

a. hidup;

b. bebas dari stigma;

c. privasi;

d. keadilan dan perlindungan hukum;

e. pendidikan;

f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

g. kesehatan;

h. politik dan pemerintah;

i. keagamaan;

j. keolahragaan dan kepemudaan ;

k. kebudayaan dan pariwisata;

1. kesejahteraan sosial;

m. Aksesibilitas;

n. Pelayanan Publik;

o. Pelindungan dari bencana;

p. Habilitasi dan Rehabilitasi;

q. Konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh

informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,

penyiksaan, dan eksploitasi,

(21 Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas

memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

--&
$-1



t-
-11-

menerima atau menolak penggunaan

kontrasepsi;

mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan

Diskriminasi berlapis; dan

untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari

tindak kekerasan, termasuk kekerasan, dan

eksploitasi seksual.

(3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas

memiliki hak:

mendapatkan Pelindungan khusus dari

Diskriminasi, penelantaran, pelecehan,

eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan

seksual;

mendapatkan perawatan dan pengasuhan

keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh

kembang secara optimal;

dilindungi kepentingannya dalam pengambilan

keputusan;

perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak anak;

Pemenuhan kebutuhan khusus;

perlakuan yang sama dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial dan pengembangarl

individu; dan

mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

RAGAM PEI{YANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. penyandang disabilitas fisik;

b. penyandangdisabilitasintelektual;

alatb.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

C'
b'
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penyandang disabilitas mental, sosial, dan/atau

penyandang disabilitas sensorik.

(21 Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda,

atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,

DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang

diperlukan untuk menjamin penanganan

Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana,

saat tanggap darurat, dan pascabencana.

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan

Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk

Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam

penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan

c.

d.
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Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak

penyandang disabilitas.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan,

Perlindungan, dan Pemenuhan hak penyandang

disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam

rencana induk.

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaa.n

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil

penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik

berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan

Penyandang Disabilitas.

Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori

berat, sedang, dan ringan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar

penilaian untuk masing-masing kelompok

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dan ayat (5)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Bngian Kedua

Pendidikan

Pasal 8

Hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan

meliputi:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang

pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi

pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan

(3)

(4)

(s)

(6)
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pendidikan di semua jenis, jalur, dan

pendidikan;

mempunyai Kesamaan Kesempatan

penyelenggara pendidikan yang bermutu pada

pendidikan di semua jenis, jalur, dan

pendidikan; dan

jenjang

sebagai

satuan

jenjang

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta

didik.

Pasal 9

(l) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi Pendidikan dan atau

masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dapat memberlakukan kualifikasi

khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang

tidak bersifat diskriminatif.

(3) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar

persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat

diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dikenakan sanksi administratif :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentiankegiatanpendidikan;

d. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan

e. pencabutanizinpenyelenggaraan pendidikan.

Pasal 1O

(1) Penyelenggaraan pendidikan

Disabilitas dilaksanakan secara

Pendidikan Inklusif di sekolah

bagr Penyandang

khusus dan Sistem

umum yang menjadi

kewengan Daerah.

(21 Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak

penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 9

(sembilan) tahun.
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Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang

Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk
mendapatkan ljazah pendidikan dasar dan menengah

melalui program kesetaraan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa

untuk peserta didik Penyandang Disabilitas

berprestasi yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya

pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas

yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 1 1

Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O

merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada

semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses

pembelajarara bersama tanpa membedakan latar belakang

sosial, politik, ekonomi, etnik, agamalkepercayaan,

goiongan, jenis kelamin, kondisi {isik maupun mental,

sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 12

Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur,
jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan

dan perlakuan yang setara dan berkewajiban

menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkewqjiban memberikan

layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai

dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang

Disabilitas.

(41

(s)

(1)

(2t

Pasal 13

Setiap penyelenggara pendidikan

didik Penyandang Disabilitas

yang memiliki peserta

memberikan layanan
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pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasai 14

Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, menyediakan sarana,

prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai

kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Penyediaan sarana, prasara.na delt tenaga pendidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara bertahap.

Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi

untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan

melalui:

a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru

sekolah reguler;

b. pelatihan dalam musyawarah guru mei.ta

pelajaran;

c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala

sekolah reguler;

d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga

pendidik sekolah regular;

e. bantuan guru pembimbing khusus dari

Pemerintah Daerah;

f. program sertifikasi Pendidikan' Khusus untuk

tenaga pendidik sekolah reguler;

g. pemberian bantuan beasiswa untuk 
. 
tenaga

pendidik guna meningkatkan kualitas pada

bidang pendidikan inklusif; dan

h. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Tata cara Penyediaan sar€rna, prasarana dan tenaga

pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atirr

dalam Peraturan Bupati

(u

(2)

(3)

(4)
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Pasat 15

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di

Bidang Pendidikan menyediakan informasi Pelayanan

Publik mengenai pendidikan inklusif bagi Penyandang

Disabiiitas dan keluarganya.

Pasa] 15

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan

Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung

penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan

menengah.

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) berfungsi:

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan di sekolah reguler dalam

menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik

Penyandang Disabilitas untuk mendukuhg

keiancaran proses pembelajaran;

mengembangkan program kompensatorik;

menyediakan media pembelajaran dan Aiat Bantu

yang diperlukan peserta didik Penyandang

Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi

peserta didik dan calon peserta didik Penyandang

Disabilitas;

f, menyediakan data

disabilitas;

dan informasi tentang

menyediakan layanan konsultasi; dan

mengembangkan kerja sama dengan pihak atau

lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas

pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

(1)

{2)

c.

d.

ob'

h.
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(s)

, _18_

ayat (21 huruf a dilakukan melah-ri program dan

kegiatan tertentu.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit
Layanan Disabilitas di pendidikan tinggr.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit
Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga

penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi

yang Layak.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan

evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk
memenuhi hak pendidikan bagr Penyandang

Disabilitas.

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah membentuk Tim Koordinasi.

Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan

oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 menemukan adanya kelalaian Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas pokok di Bidang Pendidikan,

maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa

teguran tertulis.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan atau

memfasilitasi pendidikan inklusif dan Pendidikan

Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O a5rat

(1) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan

(1)

(2)

(3)

(1)
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untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam

menemplth pendidikan dan pengembangan sosial.

(21 Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. keterampilan menulis-membaca huruf braille dan

orientasi mobilitas untuk Penyandang

Disabilitas netra;

b. Keterampilan bina persepsi bunyi, komunikasi

dan irama serta bahasa isyarat dan pemajuan

identitas linguistik dari komunitas Penyandang

Disabilitas rungu.

c. Keterampilan bina diri dan sosial untuk
penyandang disabilitas grahita

d. Keterampilan bina pribadi dan sosial penyandang

disabilitas daksa

e. Keterampilan bina pribadi, komunikasi, dan

sosial penyandang disabilitas daksa, sosial/autis

dan atau ganda

f. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan

sesama Penyandang Disabilitas; dan

Bagian Ketiga

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2O

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa

Diskriminasi;
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b.
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memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja

yang bukan Fenyandang Disabilitas dalam jenis

pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;

tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

mendapatkan program kembali bekerja;

penempatan kerja yang adil, proporsional, dan

bermartabat;

g. memperoleh kesempatan

jenjang karier serta segala

di dalamnya; dan

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,

wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai

usaha sendiri.

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen,

penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,

keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil

dan tanpa Diskriminasi serta Perlindungan

ketenagakerjaan kepada Tenaga Kerja Penyandang

Disabilitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 22

Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan

pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan

kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

individu.

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara

c.

d.

e.

f.

dalam mengembangkan

hak normatif yang melekat

(1)

(21
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lain pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

l,embaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21 harus bersifat inklusif dan mudah

diakses.

Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertilikat

pelatihan bag, peserta Penyandang Disabilitas yang

memuat tingkat kompetensi yang dicapai.

Paragraf 3

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan Perlindungan,

pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada

Penyandang Disabilitas untuk mendirikan dan

menjalankan unit usaha mandiri.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang

Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri,

melalui:

a. melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku

usaha; dan

b. memperoleh akses permodalan untuk usaha

mandiri;

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi

Pengembangan Usaha Mandiri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (21 diatur dalam Peraturan

Bupati.

Paragraf 4

Penempatan Tenaga Kerja

(3)

(4)

(1)

{2)

(3)

Penempatan Tenaga

dilakukan oleh:

PasaI 24

Kerja Penyandang Disabilitas
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Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

di Bidang Ketenagakerjaan; dan

lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang

memiliki tjin pelaksana penempatan Tenaga Kerja

dan/atau perrrsahaan.

Pasal 25

(1) Penempatan Tenaga Kerja oleh Perangkat Daerah

sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

dilakukan melalui :

a. penyediaan informasi pasar kerja penyandang

disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan

kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas

pekerjaan bagr Tenaga Kerja Penyandang

Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;

c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Tenaga Kerja

Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali

dalam setahun;

d. memfasilitasi rekrutmen Tenaga Kerja

penyandang disabilitas.

(21 Penempatan Tenaga Kerja oleh lembaga swasta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang

Undangan.

Pasal 26

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja

Penyandang Disabilitas dapat:

a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui

minat, bakat, dan kemampuan;

b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian

formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan';

c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan

kondisi disabilitas; dan



(3)

d.

(1)

(21

(1)

(2)
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memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes

sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

' Pasal 27

Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah

wajib memperkerjakan paling sedikit 2o/o (dua persen)

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau

pekerja.

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling

sedikit lo/o (satu persen) Tenaga Kerja penyandang

disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 1OO

(seratus) orang.

Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi

tinggi dan mempekerjakan Tenaga Kerja kurang dari

1OO (seratus) orang wajib mempekerjakan paling

sedikit 1 (satu) Tenaga Kerja penyandang disabilitas.

Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) ha4rs

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Fasilitas Kerja

Pasal 28

Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang

Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga

Kerja Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan

atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah w4jib mensosialisasikan

penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang

mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang

Disabilitas.

(41

(3)
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Pasal 29

Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja

Penwanrlano Disahilitas danat:-o - ---------- --r--'

a. memberikan kesempatan untlrk masa orientasi atau

2daptasi di awal masa kerja untnk menentr:kan apa

yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan

ata.u magang;

b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan

rnenvesrr eiken kenada rArylrtl disahilitas tanna"'-"J ---r*** -*D---- - ----r-

mengurangi target tugas kerja;

c. menvediakan waktr: istirahat:'---'-J -- -- -----'

d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap

memenuhi alokasi waktu keqja;

e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan

dengan memperhatikan kebutuhan khusus

Penyandang Disabilitas; dan

f. memberikan iz.in atar; cuti khusus untuk oensobatan.

Pasal 3O

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada

nerr r sahaan srrra ste van rr rnernnekeria kan Penwandan or-- --*-* "'-"'r-"- - ---J *--**--o

Disabilitas.

Dl Ketentr-ran mensenai bentuk dan tata ca!'a Demberiant-r-^-^---D---*r--------*--

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Buoati.

Parasraf 6

Pengawasan Kerja

Pasal -? L

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan

frrnosi di Flirlenq Ketenaoakeriaen lrerkervaiihan--.--D--

melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah

dan atau oerusahaan swasta-
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dilakukan

berdasarkan

-25-

sebasaimana dimaksud dalam avat ( 1 I
-J 

*- 1-'

oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Peratr:r'an Per-undang-r-rndangan -

(1)

{rl\-,

Paragraf 7

Unit Layanan Ddisabilitas pada Ketenagakerjaan

Pasal .32

Pemerintah Daerah dapat memiliki Unit Layanan

Disabilitas oada Peranskat Daerah vans-r***^-.*^^D.^*J*.o

menyelenggarakan urusan di Bidang Ketenagakerj aan.

T\:sas Unit Lavanan Disabilitas sebasarmana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencalrakan Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang

Disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Pemerintah

Daerah dan nenrsehaan srrrasfa rnensenei nrosesr'-*--
rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja,

nenernnatan kerte keherlanirrtan keria rlan--- * -- -*--J

pengembangan karier yang adil dan tanpa

Diskriminasi kepada Pen5randang Disabilitas ;

c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja

Penrrandano I)i sntrilita s'

d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi

Keria venc, rnenerirna Tenaoa Keria PenwanrlnncrJ--.,--.-*D-

Disabilitas; dan
p rnenqrrnrdinasikan IInif l.anret-tan ni=ot ;t;to*

Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam

Pemenuhan dan pen)/ediaan Alat Bantu kerja

untuk Penyandang Disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit I.ayanan

Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

{3}\-,
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Reoinn Keernnat

Kesehatan

Paragraf 1-

Umum

Pasal 33

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah

diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memoeroleh kesamaan dan kesemnatan akses atas

sumber daya di bidang kesehatan;

c- memoeroleh kesamaan dan kesemoat-an oelavanan--^----r-^ ----- r--*J

kesehatan yang arnan, bermutu, dan terjangkau;

d- memneroleh kesamaan dan kesemnatan secara--------r*-'

mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri

nelerranan lresehaten wano rlinerlrrkan haoi rlirinrrq'r---J - -*D-

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan

kebutuhann5ra;

f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping

vens renrlah'J *'D

g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;

dan

h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan

oensembansan kesehat-an vans mensikutserta-k-anr-..D-...-..J--..D

manusia sebagai subjek.

Pasal -?4

Penyandang Disabilitas tidak dapat diartikan sebagai

indivrdu vans tidak sehat iasmani dan rohani.-*- J
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Paragraf2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal .35

Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan

Fasilitas Pela5ranan Kesehatan menerima nqsien

Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah, dan swasta w. a,jib menyediakan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang

Disabilitas tanoa Diskriminasi sesr-rai densan standar- -*-^r-

dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasa-l 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya

Pe!.ayanan Kesehatan berdasa-rk-an pacla kemr:dahan,

keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas dan sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas

yang memerlukan.

Pasal -37

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 meliputr:

promotif;

nreventif'

kuratif; dan

rehabilitatif.

Pasal ,?8

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan

promotif sebagarmana dimaksud dalam Pasal 37 hurr;f a
meliputi:

a. oenvebarluasan informasi tenf-ans disabilitas:

b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan

r-{isahilitas: dan

c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

(1)

t).1

a.

b.

c.

d.
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Pasa] 39

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan

preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b

meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah

kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas

selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang

sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan

kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c

dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan

dan pengobatan.

Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui ?nm.e

care, dan Puskesmas keliling yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilaySh

kedanya.

Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi

medis Penyandang Disabilitas.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan dengan:

a. standar pelayanan minimal yang berprespektif

disabilitas;

b. perawatan yang berkualitas dari tenaga

kesehatan yang profesional;

c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi

Penyandang Disabilitas yang membutuhkan

pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;

d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat

dan petugas sosial kecamatan; dan

e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan atau

walinya atas tindakan,medis yang dilakukan.

(2)

(3)

(4)
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Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hurr:f d

dilaksanakan melalui lwme care puskesmas.

Llntr:k nelavanan khr:sr:s danat dilavani di R-r-rmahr -'-J --r--

Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai

densan indikasi medis.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan

rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 4l
didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan

mas5rarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4.3

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan

alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka

memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu

bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama

maupun ditjngkat lanjutan.

Pasa! 44

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan

oen-r-elenq:sata kesehatan swasta untr:k meniaminr-"J

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 45

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
rTalern Pasal 45 rnelinrrfi'

(1) pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa

oelavanan kesehaf-an dasar vano dibenkan olehr-.*JJ*..o

(1)

t)l
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(3)

(1)

().\\-,

{3}

(41
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fasilitas kesehatan tingkat pertama (klinik, dokter dan

dokter gigi praktek mandiri).

pela5ranan kesehatan tingkat kedua, ben:pa pela,vanan

kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit

swasta dan oemerintah.

pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan

kesehatan sr-rb spesialistik,vang diberikan oleh n:mah

sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan

dalam pelayanan kesehatan bagr Penyandang

Disabilitas dari fasilitas kesehatan tinskat nertama

sampai ke tingkat lanjut.
Dalam hal tenaga kesehatp.rt wan,o rnerniliki knrnnetensir-------
dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagr

Penvandencr llisahilifas hehrrn ferserlia lertaoe----*D*

kesehatan yang ada di Fasilitas Pela}ranan Kesehatan

tingkat pert-ama wajib merujuk kepada tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan

dalam pela5ranan kesehatan bagr Pen5randang

Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.

Menrirrk Penwenrleno Disahilitas setreoairnana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara

vertik-al d;t honzontal.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakt:kan dalam bentr-rk pengtnman pasien dan

spesimen, dan melalui telemedisin.

Ketentuan mengenai mek-anisme n:jukan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pcn rnrla n o-r rnrlan oen

(51\-,
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Pasal 47

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat

nonkesehatan yang dibutr:hkan oleh Penvandans

Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan

tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu membenkan

pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang

Disabilitas mental han-rs dilaksanakan ses.:ri dengan

prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

!21 Prinsio keselamatan dan keouasan nasien\-, "-"*'r ' r*-'-"

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pen:ndang-

undangan.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 5O

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

^- menialani dan menentukan kehidrrDen reoroduksi dan**r*-- --r-

kehidupan seksual yang sehat, arnan, serta bebas dari

oaksaan dan at-ar-r kekerasan serta tetan menghormati

nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat

manusia sesuai norrna agama.

b. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling

rrtprtarpiiAi kcschatan renrorlrrksi rrancr trener rlan rlanqt...-..D-..--...-r.

dipertanggungi awabkan.

Pasal 5L

Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi:
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a. saat sebelr:m harnil, hamil, meLahirkan, dan sesr:dah

melahirkan;

b. pengatr:ran kehamilan, alat- konstrasepsi, dan

kesehatan seksual; dan

c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial

Pasal 52

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas

rnelinrrti hak Rehahilitasi sosial iarninan sosial.^.-^^r__vvv.*,

Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial.

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan atau

kesemoatan r:ntr-rk mendanatkan:---*----r*

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosia-l;

c. pemberdayaan sosial; dan

rl nerlinrftrnsan sosial

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang

Disabilitas untr-rk mendapatlan rehabilitasi sosial, jaminan

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 55

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

huruf a dimaksudkan untrrk:

a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus

sti orn a n eoa tif tcrh e d e n Penrrq n r1 a n o I)i sa l'ri li f e s' rl e n-----***r

b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan

Penvandans Disabilitas asar danat melaksanakan^ ---J *---*--D - *b*-

fungsi sosialnya dalam masyarakat.
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Pasal 56

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam
'Pasal 55, diberikan oleh Pemenntah Daerah da-lam

bentuk:

A. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c nelafihan vokasional denr-------.- nernhinaan

kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan Aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;

i hirnhinsan lanirrt' tTanlatett
J...*^J

k. rujukan.
().1 Rehahilitasi sosial sehaoairrlar,a dirnaksrrrl nar{a awaf\-, -- -*D*---^ r*-* *J *-

(1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan

koersif oleh kelr-rarga, mas5rarakat, dan institusi sosial.

(3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana

Teknis vans menansani khusus disabilitas di bawahJ *-D

Perangkat Daerah yang terkait.
l4l Racri institrrsi\ ', -*o-

sosial nonr.e?Ylerintah wArr.s-----r----- J ---o

menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial seperti

yang tercantum pada ayat L diberikan dr:kr;ngan

subsidi biaya rutin meliputi biaya makan, honor

nekcria sosial /nenr{arnnino/nenoasrrh hiawa dewe dart

jasa, biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan

Drasarana- serta biava oensembaruoalr. dan vokasional

lain.

Pasal 57

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5.3 huruf b dibeitk-an oleh Pemerintah Daerah
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rrntuk Penyandang Disabilitas miskin atarr yang tidak

memiliki penghasilan.

(21 -Iaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {L)

diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial,

bantUan lqnosrrno herlrelamigtan, dan bantuan

khusus.

(3) Bantuan khr:sr:s sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara,

atau bantr:an lain yang berkaitan.

Pasaf 58

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasa-l 5-3 huruf c dilakr-rkan oleh Pemerintah Daerah

melalui:

a. peningk^atan kemar:an dan kemampuan;

b. penggalian potensi dan sumber daya;

r- nenqqelian nilai dasar'
**v*,

d. pemberian akses; dan/atau

e. oemherian bantrran r:saha-

(21 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

a5rat (L) dibenkan dalam bentrtk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

h nelatihan dan nendarnninoan'

c. pemberian stimulan;

d- peningkat-an akses pemasaran hasil usaha;

e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

f. bimbingan lanjut.

Pasal 59

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

hun:f d dilakr-rk^an oleh Pemerintah Daerah melalui:

a. bantuan sosial;

b. advok-asi sosial; d-.rt"f atau

c. bantuan hukum.
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Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Sosia-l

menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan

pen5relen1"garaa:l, rehabilitasi sosiel, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi

Penw. andans Disabilitas.

Basian Keenam

Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga

Parasraf 1

Umum

Pasa-l 61

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan

kesempatan 5rang sarna untuk melakr,rk-an kegiatan dan

menikrnati kebudayaan, pariwisata dan olah raga secara

aksesibilitas.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui,

menshormati dan mendr:kr-rns oenoemba-l(yJAn iclentitas-^----D-------**^ -^^---*------C' r---D--^-*

bahasa isyarat, simbol braille, dan budaya spesifik

Penv- andano Disabilitas w- anc' berlala:-- ---J *---*--D

Pasal 6-?

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan

Kebudavaan- Panwisat-a dan Olah Rasa

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan

seni hrrdawa dan nlqh rlr:a haoi Penrrandano

Disabilitas.

!21 Peranskat Daera-h sebasaimana dimaksud nada avat\-,
(1) memberikan penghargaan kepada penyandeing

disabilitas yang berpresr-asi dalam kebudayaan,



EiE -3G

nariwisata dan olah rasa vens seiaiar densan atlit atqrr--o-

seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Paragnt 2

Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 64

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang

Disabilitas melipr-rti hak:

a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk
berpa-rtJsipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan

budaya;

b. memperoleh Kesamaan Kesempatan r:ntuk melakukan

kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi

nekeria narirrrisafa detl' letetr herneran deTern nrosesr-----J* *--r-^

pembangunan pariwisata; dan

c. mendanaflan kemr:dahan untuk mensakses.------*'^r'-*-*--

perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan

kebuh;hann],ra sebagai wisatawan.

Pasal 65

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi

Penwanrlans T)isahilitas rrntrrk rnenrianafkan lawanan-o --"*--
kebudayaan dan pariwisata.

12]. I.a]ranan pariwisata yang mudah diakses bagr

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

a5,at (L) meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk
arrdio rrisrrql r{an tqlrfil' dqn

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki

kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata

bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra,

memandu wisatawan Pen5randang Disabilitas

rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki

k-eteramoilan memberikan bantuan mobilitas.
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Pasal 66

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi

dan kemarnpuan seni budaSra Pen5randang Disabilitas.

Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya

sehasairnene dirnqksrrd rrpda evet l ll rnelinrrti'--** r**- *J*- \^, ------r---'

a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang

Disahilitas dalam kegratan seni br-rdaya;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus

Pen5randang Disabilitas; dan

c. memberikan penghargaan kepada seniman

Penvandans Disab,ilitas at-as karva seni terbaik.

(1)

(2)

Pasal 67

Penyandang Disabilitas berhak

nensalnran rlen rhrtrnrnoan sfss
--..-..c,-..

linguistik.

untuk mendapatkan

identitas br-rdaw.a dan

(1)

(21

Pasal 68

Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan

intelekfr ral Penvan dans f)isahilita s

Pemerintah Daerah wajib melindungr dan memajukan

budava masvarakat vans meniuniung tinssi nilai^--*-J J *'O ------J ---J 
*--D ----C',O-

kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 69

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak:

a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;

b. mendapatk-an penghargaan yang sama clalam kegiatan

keolahragaan dan keperhudaan;
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d.

e.

f.

meml)eroleh nelavA,:lA',: dalam keoiaian keolahrasaan--^----r-- *--" r-'*J

dan kepemudaan;

memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan

kepemudaan yang mudah diakses;

memilih dan mengih:ti jenis ata'u cabang olahraga dan

kepemudaan;

rnernneroleh nenssrahan rlrrkrrnqan hirnhinoan^^^-^--r---^-^^r-^^o*^---------D*^^,

pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan

dan kenernrrdaan:**-^ ---r-
menjadi pelaku keolahragaan dan

mensembanskan indust-ri-^^-^^o-^^^*

kepemudaan; dan

meninskatkan nrestasi keolahra .,:AAr! dan k^enemudaan-"-'-"'o"* *D**-- **-- ---r----

serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

c,b'

h.

i.

kepemudaan;

k^eolahrasaan dan

Pasal 7O

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem

keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang

meliputi:

a. keolahragaan pendidikan;

b. keolahraga€rn rekreasi; dan

c. keolahragatrLprestasi.

(21 Pengembangan sistem keolahragaan untuk
Penwanrlnncr Disahilitas sehaqairnerte dirneksrrd nadaD*---^*-^-

ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus

untuk Pen5randang Disabilitas yang sesuai dengan

kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 7L

Pemerintah Daerah dapat membina dan mengembangkan

olahraoa rrntrrk Penrrandano llisahilitas venrr rlilaksanakanJ *-'D

dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa

nerr-awa rliri rlan nrcstasi nlahraser-- --J --*---*D*'
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Raoian Ketrrirrh-----.J---

Pemberitaan

Pnsal 7).

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi

Penvandano Disahilitas dari nernheritaan nesafif dan- ---J *--**--O 
-

atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan

media massa.

Perlindungan dari pemberitaan negatif dan atau

oerlakr:an Diskriminatif sebasaimana dimaksud oada-r-^^*---- --**o*^---

ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. melakr:kan r:eLatihan r:ntr:k meninekatlan

kepekaan/sensitifitas tentang penyandang

disabilitas bagi pek-erja media dan pekerja seni;

b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi

disabilitas bagr pekerja media dan pekerja seni;

c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya

oenoembansan stisma oositif dan oemberita-a-n---D---* r--'-"

prestasi Penyandang Disabilitas.

Rnorian Kedelanan

Politik dan Pemerintah

Pasal 7.3

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan politjk dan jabatan

publik pemerintahan;

b. menvalr:rk-an asoirasi oolitik baik tertulis mel'rnrrrl

lisan;

.. rnernilih tl,artai nnlitilr rlqn qtarr individrr \rArrc, rneniadi

peserta dalam pemilihan umum;

d. membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus

organisasi politik dan organisasi masyarakat, yayasan

e : memhntuk dan bergabung dala:n organisasi

Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili

(2)



=+.- -- '4;ff4

40-

Penvandans Disahilitas nada tinokat lokal nasional.o_.--_^..-*-r_--.t'.-_.,

dan internasional;

f- beroeran serta secara aktjf dalam sistem nemilihan

umum pada semua tahap dan atau bagian

nenwel en gga ra, l't r1\rA,'r-'-J -'-"

g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana

nenwelen ooarA+Tt nernilihsn r rlrlr rrrl nernilihnnr-^^J ---^-

presiden, pemilihan gubernur, bupati/walikota,

oemilihan lesislatif dan DPD serte keoala desa atau- --o--^*-

narna lain; dan

h rnernneroleh nendidiken nolitik dan nernerintahan-------r-- ----- r---- r-^^-^^

Pasal 74

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan

kesemoatan varl's serrre da-lam menvamlfaikanJ *-D -^^_--J

pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan

hehase iswarat

(21 Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pd.da

avei f 1t rTenet rlilakrrkan serlere lanqsrrns rrlerrrnrn*J *- t ^, -*r*' ^^-*-r *--

melalui media cetak atau elektronik.
(3) Pemenntah Daerah berk-ewaiiban memfasilitasi orosest-,

penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan

dan/atar,r ikr:t serta dalam orsanisasi.

(21 Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi
cehacrairnarl4 dimaksud pada ayat (U diwr:judkan

dengan cara:

a. tidak bersikap disk-riminatJf kepada Pen5randang

Disabilitas dalam setiap organisasi;

b. tidak membatasi Penyandang Disabilit-as untuk
ikut serta dalam organisasi tertentu;
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memberikan kesempatan yanb sarne kepada

Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau

rnernilih nirnninan rlalarn setian orsanisasi'rlan---^*r
mendapatkan hak aksebilitas di setiap organisasi

vans eda Penvandans Disahilitas
J --'O

Pasal 76

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya

pendidikan politik- secara berkala, terencana, teran'ah

dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada a5rat

(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai

frtsas noknk dan firnssi di hidancr Politikr"""" --o - ---*--'

Pasal77

Pemerintah Daerah dapat menjamin agar Penyandang

Disabilitas daoat beroartisioasi secara efektif dan- -*r*- --'r*'----r*-
penuh dalam kehidupan politik dan publik secara

lan gsr rn cr At a:,:, rnelalt ri nerrxrakilan

Pemerintah Daerah dapat menjamin hak dan

kesemoatan basi Penvandans Disnbilites untuk-*o-

memilih dan dipilih.

Pasal 78

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan

oolitik- iabatan oublik. dan nemerintahan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah dapat menjamin hak ' politik
Penrrandano llisahilitas rlenoan rnernncrhatikan keraoarnan'-'-J "'-"'r-"

disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur,

Br-rr:ati. dan nemilihan kenala desa atau nama lnin.

termasuk:

A hernartisinasi lanosrrnrr rrnfrrk ikrrt dalarn keoiatan

dalam pemilihan umum, pemilihan presiden,

d.

(1)

l9.lt-,

(1)

(2t
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nernilihan rrrrhernrrr hlrnet,i nernilihan legisletr'f rlen- c)---- --*-, - *r*-^,

DPD dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

mendapaf&an hak untr:k didata seh,agai pemilih dalam

pemilihan umrlm, pemilihan presiden, pemilihan

cnrhernrrr hrrnati /rvalikota nernilihan lesislatif dano*_-...-.,**r*-.1..*....e-*2r-........*..^-D.-.-_..

DPD dan pemilihan kepala desa dan atau pemilihan

lainnwn'

memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu

pemilihan bersifat Layak, dapat diakses, serta mrrdah

dipahami dan digunakan;

melindunsi hak aenv- andans disa-bilitas untr:k memilih-o- --*-^ r-'-J

secara langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa

intJmidasi;

melindungi hak penyandang disabilitas untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan, untr:k memegang

jabatan, dan melaksanakan seluruh hak politik dan

nrrhlik dalarn selrrrra tinoknt nernerinfahan.r-*--^- '---D--*'r------*---

menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat

memanfaatkan penggunaan teknologi baru unh:k
membantu pelaksanaan tugas;

menjannin kebebasan Pen5randang Disabilitas r:ntuk

memilih pendamping sesuai dengan pilihannya

sendiri;

mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi

dalam setiap tahapan d-alana pemilihan umum,

pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala

desa'dan

menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai

penjrelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan

presiden, pemilihan gubernur, bupati, pemilihan

leqrslatif dan DPD serta nemilihan kenala desa dan--o---*---

atau pemilihan lainnya

C.

d.

e.

g
o'

h.

1.
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Pasal 8O

Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan individu
den letett nrganisasi nenvan dens rlisahilitas rlalarn keoiatan' i-.-"J

perencanaan program pemba,ngunan pada tingkat

desa/kelrrrahan, tingk-at kecamatan, dan tingkat

kabupaten.

Bagran Kesembilaa

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal Sl
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan

melindr:ngt hak pen5randang disabilitas sebagai subjek

hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama

densan lainnwa*---D*-- '*""'J *'

Pasal 82

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyanddng

Disabilitas waiib meminta oertimbansan atau saran

dari:

a. dokter atar: tenaga kesehatan lainnya mengenai

kondisi kesehatan;

b. psik-olog atar: psikiater mengenai kondisi

kejiwaan; dan/atau

c. oekeria sosia-l mensenai kondisi nsikososial.r-----J-

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana

dimaksud pada a5rat (1) tidak memun"gkinkan

dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan

hingsa waktr-r tert-entu.

Pa-sal8-?

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap

enek nenrrqndano disahilifas waiih rnettsiz.inken kenada-....:,.-.--r-**
orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau
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penerjemah lrntuk mendampingi anak penyandang

disabilitas.

Pasa-I.84

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap

berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasef 85

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan

Drasa!'ene vans dioerLr:kan Penvandans DisabilitasJ---o..-..J

yang terlibat permasalahan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjrediaan

pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud

pada ayat (L) diatur d-al-am Peraturan Bupati-.

Pasal 86

(U Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi

Perlindunsan hukr:m keoada masv-arakat dan---r***

aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang

Disabilitas.

(21 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rnelinrrfi'

a. pencegahan;

h nenoenalan findak nidane' danr-^-D-^^*-

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi,

kekerasan, dan pelecehan-

Reorien Kesenrrhrh-----r-----
Aksesibilitas

Pa-sa-l87

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan

fasilifas nrrhlill rlnn
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b. mendapatkan Akomodasi ,-rang La5rd< seb'agai bentrrk

Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 88

Pemerintah Daerah dan masyarakat

mewr:ir:dkan dan memfasilitasi

Aksesibilitas penggunaan fasilitas

oenw.andans disabilitas sesr-rai

kewenangannya.

Fasilitas umrlm sebasaimana dimaksr-r.d

meliputi

A hancnrnen qcdrrns'-- a>- - ---D,

b. jalan;

c nermrrkiman'

d. Ruang Terbuka Hijau; dan

c: Transoortasi F-rblik,

berkewajiban

terrrn rir rrlnwa

umum bagi

rleneran
----o---

narla awat (11
r*** *J*- \-,

Pasal 89

Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas

umum sebasaimana dimaksr-rd dalam Pasal 88 harus

memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan,

kenvamanan- k^esehatan- dan kemandrrian dalam hal

menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas

umum.

PasaL 9O

(1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana

dimaksr:d dalam Pasal 89 melinr:ti Aksesibilitas fisik

dan Aksesibilitas non fisik
(r.l Aksesihilitas fisik sehaoairnena dirnaksrrd madq arraf (11
\-,*J--1^,

meliputi Aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan,

nerrn'lrkirnqn Rrrano Terlrrrka Hiiarr
- --J--.'

(3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :

A nelawaneninforrnasi'danr-'*J

b. pelayanan khusus.,
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Pel ava nan in forma si sel.rasa irna na rl irn e ksrrrl mettr e ew at' -'-J

(3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang

sesuAi denean kondisi dan k^ebutr:han r\Arp.

penyandang disabilitas dalam hal menggunakan

fasilitas vnns eda nadn hansrrnan sedrrno ialanJ *--O r***

permukiman, pertamanan dan permakaman.

Pelawanan khrtstrs sehasairnana dirnaksrrrl nade ewet- ---J r--- *J *-

(3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara

khrrsrrs kennda nenwandnns disahilitas vens sesrrai---r*-* r-"J

dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal

menggrlnakan fasilitas yarLg ada pada bang:nan

gedung, jalan, permukiman, pertam€Lnan dan

nerrnakernan

Paragraf L

Bangunan Gedung

Pasal 91

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal QO avat 19) hrrnrf e rnerniliki frrnprsi'- - *J *- t-, - ^ -^-D*-'

a. hunian;
h kearrarnaert'

c. usaha;

d. sosial dan budaya;

e. olahraga; dan

f. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh

Penvandans Disabilit-as sebasaimana dimaksud nada^ ---J*---*--D --*-"

ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan

Aksesibilitas dengan mempertimbangkan k-ebutuhan,

fungsi, luas, dan ketingglan bangunan gedung sesuai

den san ketentr-ran Peraturan Perr-rndan g-r:nd a r e&fr ;

Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendiflik

sebaqaimana dimaksud oada avat (l-) danat dilakr-rkan

secara bertahap sejak diundangkan.

{5}\-,

(1)

(2)

(3)
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Pasel 92

Pemerintah Daerah dapat mencantumkan

ketersedia-a-n fasilitas yang mr:dah diakses oleh

Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat

rl a I a rn nerm oh o n en iz.in rn en rl i ri ka n ha n pn r n a nr---------- D*-^*-^-

Pemerintah Daerah dapat melakukan audit terhadap

ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bag Penyandang

Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan

fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang

Disabilitas men-rpakan syarat dalam penerbitan dan

perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Pemeriksaan k-elajk-an fungsi fasilitas dan Aksesibilitas

bagr Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh

pen edia jasa pengawasan atau manAnemen

konstruksi bersertifikat.

Pemeriksaan sebagajmana dimaksr:d pada ayat (6)

dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi

Pcnwandans I)isahilitas dan eterr Penwandeno- -^-J *-^-*^^D

Disabilitas yang memiliki keahlian di Bidang

Rancnrnan Gerlrrns- -----^D'

Pasal 9-?

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas
vanrr rnrrrlah rliakses nada hancnrnan nrrnah tinoorl frrnooalJ *.-O

yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paraoraf 2

Jalan

Pasal 94

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf
h, men:nakan ialan vans- dis-r-rnakan r:ntr-rk ma-sva-rakat=-'r-__--_-- J ---o ------J

yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

(41

/.51t-,
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a. rambu lalr: lintas;

b. marka jalan;

c. alat pemberi isyarat lalulintas;

d. alat penerangan jalan;

e. alat pengendali dan pengarnarr pengguna jalan;

f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;

g. fasilitas untuk sepeda; pejalan kaki dan penyandang

disabilitas; dan

h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan
jalan.

i. akses ke; dan dari jalan umum;
j. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;

k. jembatanpenyeberangan;

1. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

rn- tempat parkir dan naik turrrn penumparlg;

n. tempat pemberhentian kendaraan umum;

o: trotoar bagr pejalan kaki/pem-akai kursi roda;

p. terowonganpenyeberangan.

Pasal 95

(1) Pemerintah Daerah wqiib menyediakan fasilitas untuk
pejalan kaki yang mr:dah diakses oleh Pen5randang

Disabilitas.

(21 Fasilitas r:ntuk pejalan kaki yang mudah diakses

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai deng'an ketentu-an Peraturan Perundang-

undangan.

Paragraf 4

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 96

(1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (2) hr:n-rf d merr:pakan Ruang Terbuka

Hijau yang digunakan untuk masyarakat, yang
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dilenskani densan nerlengkanen Rrrirro Terhrrka Hiiarr
------o---r- *---o*-r - -ai--

sebagai berikut:

A akses ke dari rlan rli dalarn Rrrans Terhrrke Hiiarr

, pertamanan dan permakaman umum;

b. tempat parkir dan tempat turun naik penrrmpang;

c. tempatduduk/istirahat;
d ternnat rninrrrn:-----r-- ----------,

e. tempat telepon;

f toilet'dan

g. tanda-tanda atau signage.

Pemenntah Daerah men5rediakan fasilitas rlmrlm

lingkungan Ruang Terbuka Hrjau pertamanan dan

oermakaman umr-rm vans muclah diakses oleh

Penyandang Disabilitas ;

Pertamanan dan permakaman yang mudah rtiakses

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi

clensan fasilitas dan Aksesibilit-as basi psilr2nr{ans*---o*-- -*o-

Disabilitas.

Paraoraf 5

Transportasi publik

Pasal 9T

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana

Transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

Fasilitas Lrmum setelah berlakunya Peraturan'Daerah

ini harus telah memenuhi syarat Aksesibilitas bagi

Penyandang Disabilitas.

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat

aksesibiltas bagr Penyandang Disabilitas pada saat

berlakunya Peraturan Daerah ini.

{i}t-,

(1)

t2l
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Resisn Kesehelas

Hak Pelayanan Publik

Pasa-l 99

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas
rnelirrrti hak'

a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan

Publik seca!'a optimal, w4;ar, bermartabat tanpa

Diskriminasi; dan

b. penda:npingan, penerjemahan, dan pen5rediaan

fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik
tenna farnhahan hiawa--^^r- - *-*J *'

Pasal 1OO

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan

Publik yang mudah diakses oleh Penyandang

Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pen:ndang-undangan.

(21 Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasr-rk^ pelayanan j asa transportasi publik.

(3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana

dimaks'rrd oacla avat l.l-) diselenosarakan oleh institrrsir*** *J*- L-, *-"--'--DD

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibenh-rk berdasarkan undang-r-lndang unh-rk

kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain

yang dibentuk untuk Pela5ranan F:blik.
(4) Pendanaan Pelayanan Publik bagr Penyandang

Disabilitas bersumber dan:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

h Ancrrraran rlan Penrlanafan Relania Daerah' clan I.-.-oo*.*.}<-5v^E+4,

atau

c- aneearan kon:orasi atau badan hukr-rm vens
---DD*---^-

menyelenggarakan Pelayanan Publik.
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(1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan

rnenssosialisasikan Pelawanan krhlik wryrtrl rnrrdah-----^o-- - ---J

diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10O

keoad a Penvandans Disa bilitas dan masvarakat.-^-r***

(21 Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan

pandr:an Pelavanan F:blik vans mudah diakses oleh.-._JJ-^o

Penyandang Disabilitas.

Pasal 1O2

(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasa-l LOO ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa

transportasi darat, transportasi kereta api,

transportasi Laut, dan transportasi udara.

(21 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan

kornorasi atau badan hukrrm dalam menvediakan----r--*" ------J

pelayanan jasa transportasi publik.

Basian Kedr-ra Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 1O.3

Hak habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang

Disehilita s rnelinr rti hak'- "'-"r
a. mendapatkan habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan

secara ink-lusif sesuai dengan kebutuhan;

b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti;
dan

c. mendapatkan habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak

merendahkan martabat manusia.

Pasal 1O4

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau

memfasilitasi la5ranan habilitasi dan Rehabilit-asi

untuk Penyandang Disabilitas.
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(21 Habilitasi dan R-ehabilitasi r:ntuk Pen}zandang

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujr:an:

a. mencapai, mempertahankan, dan

rnen sernhen rrkan kernand irie n kerna rnnr ra n fi sik^..-..o-...*.*..1..-....-_.-.,

mental, sosial, dan keterampilan Penyandang

Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan

berinkhtsi di selr.rrrh aspek^ k^ehidr:pan.

Pasa-l 1O5

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas

berfunssi =sebasai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

b. sarana dalam mengatasi k-ondisi disabilitasnya; dan

c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas

aoar dar'tat hidrrn rnandiri dalarn rnaswarakat* ----*r "'*-J

Pasal 1O6

Penanganan habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas dilakr:k-an dalam bentr:k:

a. layanan habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan

masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 1O7

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan

Rehabilitasi diatr:r dalam Peratr:ran Runati-

Basian Ketisa Belas

Konsesi

Pasal 1O8

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Konsesi untuk
Pen5randang Disabilitas.



-53-

(2.1 Ketentrtan mensenai\-, --- ---o--^*^

sebagaimana dimaksud

Peratr-rran Rr:oati,--r--'

besar dnn ienis KonsesiJ-

pada ayat (1) diatur dengan

Pasal 1O9

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk
memberikan Konsesi basi Penvandans Disabilitas.

Basian Keemoat Belas

Pendataan

Pasaf 11O

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam

kegratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
(- rnendenatken kartrr PenwendanoDisahilitas+-++--D

Pasal 1 1 L

Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam

nendataan daoat secara aktif mend"aftarkan diri^ -*r*-

kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

Lura-h atar: kepala desa wajib menj/ampaikan

pendaftaran atau perubahan data sebagaimana

dimaksud pada a5rat (l-) kepada Bupati melalui Camat.

Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan

data sebagaimana dimaksud pada a5rat (2'l kepada

Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Dala.m hal diperlukan, Bupati dapat melakukan

verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau

per-ubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat {.31.

(1)

D.l

(3)

AI1''
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Bagian Kelima Relas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam

Mas5rarakat

Pasal 1 12

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

ma-svarakat untuk Penw.andanq Disabilitas melir-rr:ti hak :-----J ^-O ----- -^^-^-r

a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu

Kesehatan dan kemr:dahan rrntr:k mendaoatkat

akses;

b. mendar-rat&an kesemnatan unh:k hidr:o mandin di--------r* -----r

tengah masyarakat;

c. mendapatkan peLatihan dan pendampingan rutuk
hidup secara mandiri;

d. menentukan sendiri atau memperoleh bantr-ran dan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menetapkan tempat tinggal dan atarl pengasuhan

keluarga atau keluarga pengganti;

p rnenrlanatkan akses ke h,erhesai nelawanan treik rrans----^^-*r- r---J

diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman,

mellnlrn rlalarn rnaswarakat' dan

f. mendapatkan Akomodasi yang wajar untuk berperan

serta dalam kehiduoan bermasw. arakat.

Baoian Keenam Belas

Komunikasi dan Informasi

Pasaf L L.3

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh

informasi untuk Pen5randang Disabilitas meliputi hak:

a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. mendaoatkan inforrnasi dan berkomunikasi melalr:i

media yang mudah diakses; dan
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c. mengglrnakan dan memperoleh fasiliias informasi dan

komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan

komrrnikasi ausmentatif da-lam interaksi resmi.

Parasraf I
Komunikasi

Pasaf 114

(1) Pemerintah Daerah w4jib mengakui, menerima, dan

memfasilitasi komr:nikasi PenSrandang Disabilitas

dengan menggunakan cara tertentu.

(21 Komunikasi dengan menggtJnakan cara tert-enhr

sebagaimana dimaksud pada ayat {U dilakukan

dengan cara, alat, dan benh:k larnnya yang dapat

dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang

Disabilitas dalam bennteraksi.

Peraoref 9

Informasi

Pasal 1L5

Pemerintah Daerah wqiib menjamin akses atas

informasi untuk Pen5randang Disabilitas.

Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat {L) da-lam bentuk

audio dan visual.

Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib menyediakan iniormasi

dalam bentuk ,vang dapat dijangkau dan dipahami

sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi

tempat tinggalnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya

tambahan

(1)

(2t

(1)

(2)
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Raoinn Kefirirrh Relas----*J

Perempuan dan Anak

Pa-sal L L7

Pemerintah Daerah dapat menyediakan unit layanan

informasi dan tindak cepat r:ntrrk perempuan dan anak

penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Basran Kedelaoan Belas-^- --^-l

Hak Kewarganegaraan

Pasa-l 118

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak:

a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh

k^ewa-reaneqaraan sesuai densan k^etentuan Peraturan

Perundang-undangan;

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokr:men

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pen rndano-'r rnrlnn qan' dan

c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan

k-etentr-ran Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penrriksaen dan Eksnlnitqsi

Pasai 1" l-9

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantarart, penyiksaan,

rlan eksnloitasi rrnfrrk Pcnwandano T)isahilitas rnclinrrti hqk'---- ----r
a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan

herkelrraroa herrnaswarakat dan herneaarl tanne resa

takut; dan
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b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk

kekerasan fisik, psikis, ekonomi,dan seksual.

Pasal 12O

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang

Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan

bernegara tanpa rasa takut.

(21 Pemerintah Daerah dapat menjamin Penyandang

Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI

PARTI SI PASI MASYARAKAT

Pasal 121

(1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada

masyarakat untuk melakukan partisipasi daleirn

penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan

pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.

(21 Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui :

a. sosialisasihak-hakpenyandangdisabilitas;

b. penyampaian usulan secara lisan dan atau

tertulis dalam pen5rusunan kebijakan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi; dan atau

e. penyelenggaraan pendidikan bagr Penyandang

Disabilitas.
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BAB VII

PENGARUSUTAMAAN PEI{YANDANG DISABILITAS

Pasal 122

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai

hak-hak penyandang disabilitas kepada selumh

pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara

pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang

Disabilitas, kel1r41ga. yang mempunyai penyandang

PFmpriqtaf Daerah mBlakukan pendataan Penyanfl png

Disabilitas $pcara tqrpqdu dan bprkosinambun$an.

(q) FendaJaqp qebagairnaqa dimakqu4 neda ay4t (2) paling

kurq{tg meliputi infoplp4si mengeRai usia, jpnie

kPlamin, jpni" disabilitas, derajat disabilitas,

pendidikan, pekerj aan, dan tingkat kesej ahteraannya.

(4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang

Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 123

Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

(2)

PENYANDANG DISABILITAS
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Pssal 124

Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah

Daerah- orsanisasi sosiel dan masvara-k-at melalui-^D*...-*-..._-J

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilrta-s.

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas sebagalmanA dimaksr:d pada

ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Susunan keaneeotaan Komite sebasaimana dimaksud

pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Da-erah;

b. penegak hukum;

c rrnsrrroroanisasi nenwandancrdisahilitas'- r---J

d. lembaga swadaya masyarakat;

e. dr:nia r:saha; dan

f. unsur masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur

dalam Peraturan Buoa-ti.

Pasa-l 125

(1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penvandans Disabilita-s seba-salmana dimaksud dalam

Pasal 124 ayat (2) mempunyai fungsi:

a. mediasi k-omunikasi dan informasi dan

penyandang disabilitas kepada Pemerintah

Daerah at-au sebalik-n;ra;

b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas

vans menealami kasus-kasus Disk-riminasi: danJ *--C,

c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang

Disabilitas.

(1)

(21

(iI
t-,

@l

(21 Komite Perlindungan dan Pemenuhan

Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

Hak
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memberikan usulan, pertimbangan dan

rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan

DPRD dalam pembuatan kebijakan yang

berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas;

mendorong peningkatan partisipasi aktif
Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat

secara umum dalam Pemberdayaan dan

peningkatan kesejahteraarL Penyandang

pisabilitas;

mpnepirBa, rpenampupg, dpp menganaliga

pgngqduan sert€ mengkoordinasikan pegbe|qap

fiepara |itiggsi den gtau ppalitigasi;

menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas

kepada pihak-pihak terkait; dan

membangun jaringan kerja dengan berbagai

pihak dalam upaya mengembangkan program-

program yang berkaitan dengan Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB X

Larangar,

Pasal 126

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan

Penyandang Disabilitas dilarang melakukan

tindakan yang berdampak kepada bertambah,

berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan

Penyandang Disabilitas tanpa mendapat

penetapan dari pengadilan negeri.

Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana

disebutkan pada ayat (1) akan di berikan Sanksi

administatif.

b.

c.

d.

e.

(1)

(2\
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Pasal 127

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan

atau melarang Penyandang Disabilitas untuk

mendapatkan:

hak nendidikan'. *...*.,
hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

hak kesehatan;

hak politik dan pemerintahan;

hak keagamaan;

hak keolahragaan dan kepemudaan;

hak kebuda5raan dan pariwisat-a;

hak kesejahteraan sosial;

hak Aksesibilitas;

hak Pelayanan Publik;

hak Pelindungan dari bencana;

hak habilitasi dan Rehabilitasi;

ha-k- pendataan;

hak hidup secara mandiri dan dilibatkhn

dalam masyarakat;

hak berekspresi, berkomunikasi, dan

memperoleh informasi;

hak kewarganegaraan;

hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran,

penyiksaan, dan eksploitasi; dal
hak keadilan dan Perlindungan hukum dalam

memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai

sr:bjek hukum untr-rk melakukan tindakan

hukum yang sama dengan lainnya.

Pe!.anggaran terhadap larangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

adminit-ratif berupa teg:ran tertulis dan/at-au

membuat penyataan permohonan maaf yang

diumumk-an di media massa daerah seban5rak'3

(tiga) hari berurut-turut.

a.

b.

C.

d.

e.

f.

oo'

h.

i.

j.

k.

1.

m.

n.

o.

p.

fla-

r.

().1
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 19 YleM&-r 20lg

4 
SEKRETARIS DAERAT
KABUPATEN NATUNAV

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU I t0,ig/ 2gtg

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 19 De{ervqer


